
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 7 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2014 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NGANJUK, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 4 Pasal 20 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal I angka 3 
Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan besaran Tunjangan 
Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987  tentang Protokol 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3363); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang Penyelenggara  
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5043); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
yang ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4712) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4593); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang 
Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 
diubah yang ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2007 Nomor 01); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2014 Nomor 01); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN 
TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 
2014. 

 
 
 
 
 
 



Pasal 1 
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk 

diberikan Tunjangan Perumahan. 
(2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu 
rupiah) setiap bulan. 

 
Pasal 2 

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nganjuk dalam Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014 pada Belanja Pegawai 
(kode rekening 1.20.01.01.5.1.1.01.16). 

 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nganjuk. 

 
 

Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal 06 Maret 2014             

 
BUPATI NGANJUK, 

 
ttd. 
 

TAUFIQURRAHMAN 
 
Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 06 Maret 2014             
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

KEPALA DINAS PU BINA MARGA 
 

ttd. 
 

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19580810 198203 1 027 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 07 SERI G 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd. 
 

ELLY HERNATIAS, SH, MM 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19661107 199403 1 005 


